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1.4

BAB I
PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
Dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah pasal 212

ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Adapun

dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rote

Ndao adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan ( Lembaran
Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016
Nomor114);
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Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42

tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat;

1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat

KabupatenRote  Ndao dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao nomor 42 tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

dan tata kerja Inspektorat tersebut menyebutkan bahwa

Susunan Organisasi Inspektorat terdiridari:
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Inspektur

Sekretariat, membawabhi:

=  Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
= Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
= Sub Bagian Keuangan dan Aset
Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu V

Kelompok Jabatan Fungsional:

= Auditor;

=  P2UPD;

1.3 Data Pegawai (Kondisi per tanggal 31 Desember 2021)

1.3.1 JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN
Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat
Jumilah Jumlah Jumlah
Pejabat Pejabat Fungsional
Struktural |Fungsional Umum sumital
(Orang) (Orang) (Orang)
10 13 12 35




1.3.2 JUMLAH PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN

Golongan Kepangkatan

Golongan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

I/a

I/b

I/c

1/d

I/a

1I/b

II/c

1/d

I/ a

1II/b

I/ c

11/d

IV/a

IV/b

IV/c
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IV/d

Total

N
(+))

35

1.3.3 JUMLAH

STRUKTURAL

PNS

BERDASARKAN

PEJABAT

Jumlah Pejabat Struktural

Eselon

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

I-a

I-b

II-a

1

II-b

[II-a




1.3.4

1.3.5

II-b

V-a 1 2 3
1V-b - - _
Total 7 3 10

JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan Jumlah
Jenjang Laki-laki |Perempuamn
SD = - =
SLTP - - :
SLTA 4 - 4
D1 = - =
D2 - - =
D3 2 - 2
S1 19 9 28
S2 1 - 1
S3 = = -
JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN
Nama
Jabatan Laki-laki | Perempuan | Jumlah
Struktural 7 3 10
Fungsional 12 1 13
Umum
Fungsional 9 3 12
Tertentu
Total 28 7 35




BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021
dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 untuk Inspektorat

Kabupaten Rote Ndao didukung alokasi anggaran Belanja Langsung
semula Rp4.097.929.390,- bertambah sebesar Rp385.472.010,- atau
9,4% menjadi Rp4.483.401.400,- dengan rincian:

a. Belanja Operasional yaitu semula Rp4.010.575.090,- bertambah
sebesar Rp385.472.010,- atau 9,4% menjadi Rp4.396.047.100,-
b. Belanja Modal yaitu semula Rp87.354.300,- Tetap.
c. Belanja Tidak Terduga Tidak ada.
Tabel 2.1
Perubahan Penjabaran Anggaran Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021
ANGGARAN ANGGARAN SELISIH
vo| mmammay/ | SETHOM | SmemeR. | omame
SUB KEGIATAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 2.622.052.190 | 3.104.013.200 | 481.961.010
PEMERINTAHAN
DAERAH
1 | Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja 5.000.000 5.000.000 o
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan 2.500.000 2.500.000 0
Perangkat Daerah




Iuasi Kinerja
Evaluast J 2.500.000 2.500.000 0
Perangkat Daerah
Administrasi
566.240.210

Keuangan Perangkat

Daerah

2.082.541.840

2.648.782.050

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

2.039.341.840

2.605.582.050

566.240.210

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian / Verifikasi

Keuangan Daerah

43.200.000

43.200.000

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

'7.800.000

7.800.000

Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

7.800.000

7.800.000

Administrasi
Kepegawaian

Perangkat Daerah

243.528.000

150.436.000

(93.092.000)

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi

Kepegawaian

60.000.000

60.000.000

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

183.528.000

90.436.000

(93.092.000)

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

96.845.250

85.666.250

(11.179.000)

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

5.772.500

5.772.500

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

17.369.000

17.369.000




Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-

Undangan

1.900.000

Penyediaan Bahan /

Material

21.946.750

1.900.000

21.946.750

0

0

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

49.857.000

38.678.000

(11.179.000)

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan

92.978.400

92.978.400

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan

Dinas Jabatan

75.000.000

75.000.000

Pengadaan Peralatan

dan Mesin lainnya

17.978.400

17.978.400

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
pemerintahan
Daerah

33.809.000

33.809.000

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

1.410.000

1.410.000

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

32.399.000

32.399.000

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan

Daerah

59.549.700

79.541.500

19.991.800




Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas

38.986.600

58.978.400

19.991.800

atau Kendaraan

Dinas Jabatan.

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

Lainnya

1.967.000

1.967.000

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan

lainnya

18.596.100

18.596.100

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

1.393.296.600

1.374.695.600

(18.601.000)

Penyelenggaraan

Pengawasan Internal

1.075.666.600

1.057.065.600

(18.601.000)

Pengawasan Kinerja

Pemerintah Daerah

75.000.000

75.000.000

Pengawasan
Keuangan Pemerintah

Daerah

194.000.000

194.000.000

Reviu Laporan Kinerja

24.000.000

24.000.000

Reviu Laporan

Keuangan

201.000.000

201.000.000

0

Pengawasan Desa

321.666.600

321.666.600

0

Kerjasama

Pengawasan Internal

100.000.000

81.399.000

(18.601.000)

Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
APIP

160.000.000

160.000.000




Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan

Tujuan Tertentu

317.630.000

317.630.000

Penanganan
Penyelesaian
Kerugian Negara /

Daerah

32.630.000

32.630.000

Pengawasan Dengan

Tujuan Tertentu

285.000.000

285.000.000

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

82.580.600

4.692.600

(77.888.000)

Pendampingan dan

Asistensi

82.580.600

4.692.600

(77.888.000)

Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan

Korupsi

82.580.600

4.692.600

(77.888.000)

TOTAL

4.097.929.390

4.483.401.400

385.472.010




BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah
bersama Bupati Rote Ndao

Realisasi
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja
1 | Meningkatnya Prosentase tindak
90% 70,74%
Tata Kelola Lanjut Temuan
Birokrasi Jumlah Temuan
. 8 Temuan 7 Temuan
Pemerintah BPK
Daerah Prosentase
Pelanggaran 0,30% 0,03%
Disiplin Pegawai
Program Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
L Program Penunjang
Urusan 3.104.013.200,- | 3.007.245.437,- | 96,88%
Pemerintahan
2 Program
Penyelenggaraan 1.374.695.600,- | 1.334.750.397,- | 97,09%
Pengawasan
3. Program Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan Dan 4.692.600,- 4.692.600,- 100%
Asistensi

10




3.2 Realisasi Anggaramn.

Adapun alokasi anggaran program/kegiatan dan realisasi yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran
2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp4.483.401.400,00 dengan
realisasi Rp4.346.688.434,00 dengan persentase 96,95% dengan
rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasional Pagu Anggaran sebesar Rp4.396.047.100,00
dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp4.259.334.134,00 dengan
persentase 96,89%.

b. Belanja Modal Pagu Anggaran sebesar Rp87.354.300,00 dengan
Realisasi Anggaran sebesar Rp87.354.300,00 dengan persentase
100%.

c. Belanja Tidak Terduga TIDAK ADA.

TABEL 3.2
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2021

<o | PROGRAM/KEGIATAN/ ANCaaDay | REALISASI
SUB KEGIATAN (Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5
PROGRAM PENUNJANG
1 | URUSAN PEMERINTAHAN | 3,104,013,200 | 3,007,245,437 96.88
DAERAH
Perencanaan,
Penganggaran dan
| 5,000,000 5,000,000 | 100.00
Evaluasi Kinerja
Peranghkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkal 2,500,000 2,500,000 ) 100.00
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat
2,500,000 2,500,000 | 100.00
Daerah
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Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

2,648,782,050

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian / Verifikasi

Keuangan Daerah

2,605,582,050

43,200,000

2,619,865,353

98.91

2,576,665,353

-

43,200,000

98.89

100.00

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

7,800,000

7,800,000

100.00

Penatausahaan Barang

Milik Daerah pada SKPD

7,800,000

7,800,000

100.00

Administrasi
Kepegawaian Perangkat

Daerah

150,436,000

101,563,000

67.51

Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

60,000,000

48,750,000

81.25

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

90,436,000

52,813,000

58.40

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

85,666,250

83,766,250

97.78

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan

Kantor

5,772,500

5,772,500

100.00

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

17,369,000

17,369,000

100.00

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-

Undangan

1,900,000

Penyediaan Bahan /

Material

21,946,750

21,946,750

100.00

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

38,678,000

38,678,000

100.00
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Daerah Penunjang Urnsan

Pemerintahan

.“vn:ﬂ:kfluin Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Peralatan dan

Mesin lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
pemerintahan Daerah

02,978,400

75,000,000

17,078,400

33,809,000

02,978,400

75,000,000

17,978,400

20,873,134

100.00

100.00

100.00

61.74

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1,410,000

1,406,000

99.72

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listnik

32,399,000

19,467,134

60.09

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

79,541,500

75,399,300

94.79

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan.

58,978,400

54,836,300

92.98

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

1,967,000

1,967,000

100.00

Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor dan

Bangunan lainnya

18,596,100

18,596,000

99.99

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

1,374,695,600

1,334,750,397

97.09

Penyelenggaraan

Pengawasan Internal

1,057,065,600

1,043,359,597

98.70
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Pengawasan Kinerja o
Pemerintah Daerah 75,000,000 73,640,000 98.19
Pengawasan Keuangan e i
Pemerintah DaBrak 194,000,000 193,596,000 99.79
Reviu Laporan Kinerja 24,000,000 724,000,000 | 100.00
Reviu Laporan Keuangan 201,000,000 201,000, (10()‘ 100.00
Pengawasan Desa 321,666,600 314,295,350 97.71
Kerjasama Pengawasan
Hrternai 81,399,000 81,382,247 99.98
Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan 160,000,000 155,446,000 97.15
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan 317,630,000 291,390,800 91.74
Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian
Kerugian Negara / Daerah 32,630,000 6,530,000 20.01
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu 285,000,000 284,860,800 99.95
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN 4,692,600 4,692,600 | 100.00
ASISTENSI
Pendampingan dan
D 4,692,600 4,692,600 | 100.00
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan 4,692,600 4,692,600 | 100.00
Pemberantasan Korupsi

TOTAL 4,483,401,400 | 4,346,688,434 | 96.95

Sumber : Subag.Keuang

an dan Aset Inspektorat Kab. Rote Ndao, 2021
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